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ABSTRACT 

Poverty in developing nations, including Indonesia, is a complex issue stemming from inequalities 

in access to education, healthcare, and economic resources. This study examines the connections between 

economic growth, the Human Development Index (HDI), and poverty, with unemployment serving as a 

moderating factor in South Sulawesi from 2019 to 2023, employing panel data and the Fixed Effect Model 

(FEM). The findings indicate that the HDI significantly reduces poverty, underscoring the importance of 

enhancing education, healthcare, and income for poverty alleviation. Conversely, unemployment 

significantly worsens poverty, yet it does not influence the relationship between economic growth and HDI 

in relation to poverty. Economic growth itself also does not have a direct impact, suggesting the necessity 

for inclusive growth policies. The study highlights the critical role of HDI and unemployment reduction in 

addressing poverty, offering policy recommendations focused on enhancing HDI, generating employment, 

and ensuring a fairer distribution of the benefits of growth. 

Keywords: Economic Growth, Human Development Index, Poverty, Unemployment 

ABSTRAK 

Kemiskinan di negara berkembang termasuk Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan 

terkait dengan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penelitian ini 

mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan, 

dengan pengangguran sebagai variabel moderasi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023, 

menggunakan data panel dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM 

berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, hal yang perlu diperhatikan pentingnya peningkatan 

sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Sementara itu, pengangguran berkontribusi positif terhadap 

peningkatan kemiskinan, namun tidak mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM 

terhadap kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara 

langsung, yang menunjukkan perlunya kebijakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Penelitian ini 

menekankan pentingnya peningkatan IPM dan pengurangan pengangguran dalam upaya pengentasan 

http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare
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kemiskinan, dengan saran kebijakan yang fokus pada peningkatan IPM, penciptaan lapangan kerja, dan 

pemerataan manfaat pertumbuhan. 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran

I. PENDAHULUAN 

Kemiskinan di negara berkembang 

termasuk Indonesia merupakan permasalahan 

multidimensional yang mencerminkan 

ketimpangan dalam akses terhadap 

pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber 

daya ekonomi (Patta, 2019). Ketimpangan ini 

paling nyata terlihat di wilayah terpencil, di 

mana keterbatasan akses pendidikan 

menghambat peningkatan kualitas sumber 

daya manusia, meskipun pemerintah telah 

mengupayakan intervensi melalui program 

seperti Program Keluarga Harapan (PKH) 

(Sihombing et al., 2023). Disisi lain, distribusi 

pelayanan kesehatan yang tidak merata serta 

minimnya fasilitas di daerah tertinggal masih 

menjadi hambatan signifikan, walaupun 

penerapan Universal Health Coverage (UHC) 

mulai menunjukkan dampak positif dalam 

menekan angka kemiskinan (Widyastuti & 

Mukti, 2022). Ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan dan peluang ekonomi terutama di 

wilayah Timur Indonesia dapat memperkuat 

lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan 

sehingga menuntut penguatan pemberdayaan 

ekonomi berbasis pengembangan UMKM dan 

sektor unggulan lokal (Firnanda & Wijayanto, 

2023). 

Pertumbuhan ekonomi yang diukur 

melalui Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) sering kali dianggap sebagai motor 

utama dalam menurunkan kemiskinan. 

Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu 

memberikan manfaat merata bagi seluruh 

lapisan masyarakat karena ketimpangan 

pendapatan yang masih tinggi (Arifuddin et 

al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan 

kebijakan pertumbuhan yang bersifat inklusif, 

agar hasil pembangunan dapat dinikmati 

secara adil oleh seluruh kelompok sosial 

(Hendra Andy Mulia Panjaitan et al., 2020). 

Dalam konteks ini, pembangunan 

infrastruktur serta peningkatan kualitas 

pendidikan dan pelatihan kerja menjadi 

strategi penting dalam memperluas akses 

terhadap lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Nurhafizah & Mafruhat, 2021). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

sebagai indikator kualitas hidup yang 

mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, 

dan standar hidup memegang peranan sentral 

dalam pengentasan kemiskinan. Dimensi 

kesehatan yang diukur melalui harapan hidup 

memungkinkan individu berpartisipasi lebih 

produktif dalam kegiatan ekonomi sehingga 

berkontribusi pada pengurangan kemiskinan 

(Reavindo, 2021). Pendidikan, sebagai 

dimensi kedua IPM, membuka akses terhadap 

pekerjaan yang lebih layak dan meningkatkan 

kesadaran terhadap kesehatan yang secara 

signifikan berdampak pada penurunan tingkat 

kemiskinan (Rahmawati & Hidayah, 2020). 

Sementara itu, peningkatan standar hidup 

melalui pertumbuhan pendapatan per kapita 

dan perluasan akses terhadap layanan dasar 

turut mendukung penurunan kemiskinan, 

meskipun distribusinya masih sering timpang 

(Sihombing et al., 2023). Dengan demikian, 

peningkatan IPM melalui investasi pada 

pendidikan, kesehatan, dan standar hidup 

merupakan strategi utama untuk mendorong 

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 

(Susilo et al., 2025). 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

yang tinggi menjadi faktor penghambat dalam 

pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, 

karena dapat memperparah ketimpangan 

pendapatan dan memperlambat proses 

pengentasan kemiskinan  (Aji & Destiningsih, 

2022). Sebaliknya, peningkatan IPM melalui 

perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan 

dapat menurunkan TPT dengan menciptakan 

peluang kerja yang lebih luas, yang pada 

akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan 

kemiskinan (Migała-Warchoł & Sobolewski, 

2020). Namun demikian, TPT yang tinggi 

dapat memperkuat dampak negatif dari 

pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif 

yang kemudian berdampak pada 

memburuknya kondisi kemiskinan (Muhsa & 

Lydia Rosintan, 2023). Dinamika ini sangat 

relevan untuk dianalisis secara lebih dalam, 
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khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan, di mana studi empiris mengenai 

interaksi antara pertumbuhan ekonomi, IPM, 

dan pengangguran masih terbatas. 

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi 

representasi dari kompleksitas dinamika 

tersebut. Disparitas regional dalam indikator 

pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan 

cukup mencolok. Alokasi investasi yang tidak 

merata menyebabkan sebagian daerah 

mengalami ketertinggalan pembangunan dan 

memperburuk kemiskinan lokal (Hania 

Cholily, 2024). Perbedaan tingkat IPM 

antarwilayah juga signifikan; wilayah dengan 

IPM tinggi umumnya memiliki tingkat 

kemiskinan yang lebih rendah karena 

memiliki akses yang lebih baik terhadap 

pendidikan dan pelayanan kesehatan (Azwar 

& Subekan, 2016). Sebaliknya, wilayah 

dengan IPM rendah cenderung terperangkap 

dalam lingkaran kemiskinan struktural. 

Ketimpangan ini diperparah oleh distribusi 

pengeluaran pemerintah yang tidak efektif 

atau tidak merata (Aji & Destiningsih, 2022), 

serta pertumbuhan ekonomi yang tidak 

inklusif yang menyebabkan sebagian 

kelompok masyarakat tidak dapat merasakan 

manfaat dari pembangunan (Supartoyo et al., 

2018). 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, 

IPM, dan pengurangan kemiskinan bersifat 

kompleks dan saling mempengaruhi. 

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap 

sebagai pendorong utama pengentasan 

kemiskinan, namun efektivitasnya sangat 

ditentukan oleh aspek pemerataan 

pendapatan. Studi menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan 

dapat memperburuk kemiskinan, terutama di 

daerah yang memiliki tingkat ketimpangan 

yang tinggi (Henneh, 2023). Dalam konteks 

ini, IPM memiliki peran penting dalam 

memungkinkan individu memanfaatkan 

peluang ekonomi melalui akses terhadap 

pendidikan, kesehatan, dan standar hidup 

yang layak (Setiawan et al., 2023). 

Pendidikan, sebagai komponen kunci IPM, 

berkontribusi besar terhadap pengurangan 

kemiskinan dan menunjukkan urgensi 

investasi di bidang pendidikan dan kesehatan 

guna mengoptimalkan manfaat pertumbuhan 

ekonomi (Irawan, 2022). Oleh karena itu, 

kebijakan pembangunan yang 

mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan pendapatan, dan peningkatan IPM 

menjadi syarat penting untuk mengatasi 

kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan 

holistik yang menekankan pentingnya 

pertumbuhan inklusif dan peningkatan 

kualitas hidup menjadi kunci agar hasil 

pembangunan dapat dirasakan secara merata 

oleh seluruh masyarakat (Patta, 2019). 

Beberapa penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa IPM memiliki kontribusi 

signifikan dalam menurunkan tingkat 

kemiskinan. Meskipun demikian, kajian 

mengenai pengangguran sebagai variabel 

moderasi dalam hubungan antara IPM dan 

kemiskinan masih relatif jarang ditemukan 

(Kolibu et al., 2016; Mukhtar et al., 2019). 

Selanjutnya, pengangguran berdampak 

signifikan terhadap kemiskinan, namun belum 

secara eksplisit mengeksplorasi bagaimana 

variabel ini memengaruhi hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan IPM dalam 

konteks kemiskinan (Huda et al., 2020). Bukti 

empiris lain menunjukkan bahwa peningkatan 

IPM memiliki korelasi negatif dengan tingkat 

kemiskinan, di mana peningkatan IPM 

sebesar 1% dapat menurunkan kemiskinan 

hingga 8,38% (Widya Widya et al., 2023). Di 

sisi lain, pertumbuhan ekonomi turut berperan 

dalam meningkatkan IPM serta mempercepat 

penurunan tingkat kemiskinan (Astari & 

Chotib, 2024; Evita & Primandhana, 2022). 

Namun demikian, pengangguran memiliki 

efek negatif terhadap IPM, sehingga tingginya 

tingkat pengangguran dapat memperburuk 

kondisi kemiskinan meskipun terdapat 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM 

(Aji & Destiningsih, 2022). Di Provinsi 

Sulawesi Selatan, kajian yang secara khusus 

membahas interaksi antara pertumbuhan 

ekonomi, IPM, dan pengangguran masih 

tergolong terbatas, sehingga diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk memahami 

secara komprehensif bagaimana ketiga faktor 

tersebut saling berinteraksi (Wintara et al., 

2021). 

Berdasarkan studi sebelumnya, penelitian 

ini bertujuan untuk mengisi celah dalam 

literatur dengan menganalisis peran 
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pengangguran sebagai variabel moderasi 

dalam hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan IPM terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan, 

serta menjadi landasan dalam merumuskan 

kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih 

tepat sasaran di wilayah dengan kompleksitas 

permasalahan sosial ekonomi seperti Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan tujuan menjelaskan 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi, 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 

2019–2023.  

Penelitian ini menggunakan Fixed Effect 

Model (FEM) untuk menganalisis pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen serta peran variabel moderasi. Alat 

analisis yang digunakan untuk mengolah data 

panel adalah EViews 12. Model FEM dipilih 

karena kemampuannya menangkap perbedaan 

karakteristik unik antar entitas tanpa 

memerlukan uji asumsi klasik. Statistik 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

karakteristik dasar variabel seperti rata-rata, 

minimum, maksimum, dan standar deviasi. 

Variabel yang dianalisis mencakup Pov 

(kemiskinan) sebagai variabel dependen, serta 

Grt (pertumbuhan ekonomi), HDI (indeks 

pembangunan manusia), dan Unemp 

(pengangguran) sebagai variabel independen. 

Transformasi logaritma diterapkan pada 

variabel independen untuk memperbaiki 

distribusi data. 

Persamaan regresi data panel yang 

digunakan adalah: 

Povi = α0 + β1 Log Grt i + β2 Log HDI i + β3 

Log Unemp i + ϵit …………….(1) 

Uji Chow dan Uji Hausman digunakan untuk 

memilih antara CEM, FEM, dan REM. Uji t 

digunakan untuk menguji pengaruh parsial, 

sementara uji F digunakan untuk menguji 

pengaruh simultan. Nilai R² digunakan untuk 

menilai kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabilitas variabel 

dependen. 

Penelitian ini juga menganalisis peran 

pengangguran sebagai variabel moderasi 

dalam hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan. 

Pengaruh masing-masing variabel diuji secara 

parsial menggunakan Uji t dan secara 

simultan menggunakan Uji F. Pendekatan ini 

memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan 

kinerja makro ekonomi daerah dalam 

menciptakan nilai tambah. Berikut 

perkembangan pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 

2019–2023.

 
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2023 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah oleh penulis (2024)

Gambar 1 menyajikan tren pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan selama periode 2019 hingga 2023. 

Pada tahun 2023, Kabupaten Jeneponto 
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mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 

8,59%, diikuti oleh Kabupaten Sinjai sebesar 

8,29%, dan Kota Parepare sebesar 6,29%. 

Sebaliknya, Kabupaten Bantaeng mengalami 

penurunan signifikan dari 6,83% pada 2019 

menjadi hanya 1,02% pada 2023. Beberapa 

daerah, seperti Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Maros, menunjukkan pola 

pertumbuhan yang relatif stagnan. Pada tahun 

2019, Kota Makassar mencatatkan 

pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 

7,01%, sedangkan Kabupaten Sidrap menjadi 

satu-satunya daerah yang mengalami 

kontraksi, yaitu sebesar –1,18%. 

2. Perkembangan Indeks Pembangunan 

Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

merupakan indikator yang mengukur capaian 

pembangunan pada aspek kesehatan, 

pendidikan, dan standar hidup. Pada periode 

2019–2023, capaian IPM di kabupaten/kota 

Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 

berbagai perubahan seiring dinamika 

pembangunan daerah.

 
Gambar 2. Perkembangan IPM di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah peneliti (2024)

Gambar 2 terlihat perkembangan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 

2019–2023. Kota Makassar secara konsisten 

mencatat IPM tertinggi, meningkat dari 83,00 

pada 2019 menjadi 84,85 pada 2023. Disusul 

oleh Kota Palopo (80,77) dan Kota Parepare 

(80,36) pada tahun 2023, ketiga kota ini 

mencerminkan keunggulan wilayah 

perkotaan. Di sisi lain, Jeneponto mencatat 

IPM terendah, meskipun mengalami kenaikan 

dari 67,50 menjadi 68,95 selama lima tahun. 

Beberapa kabupaten menunjukkan 

peningkatan cukup signifikan, seperti Luwu 

Timur dari 74,00 menjadi 75,84 dan 

Sidenreng Rappang dari 72,00 menjadi 74,38. 

Seluruh daerah mengalami tren peningkatan 

IPM setiap tahun, termasuk pada masa 

pandemi COVID-19, meskipun dengan laju 

yang relatif stabil.  

3. Dinamika Tingkat Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan merupakan indikator 

penting untuk menilai keberhasilan 

pembangunan, khususnya dalam aspek 

kesejahteraan masyarakat. Pada periode 

2019–2023, persentase penduduk miskin di 

sejumlah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi 

Selatan menunjukkan berbagai perubahan 

yang mencerminkan dinamika sosial ekonomi 

daerah. 
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Gambar 3. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah peneliti (2024)

Gambar 3 menunjukkan tingkat 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan tren penurunan selama periode 

2019–2023, baik di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota. Kota Makassar secara 

konsisten mencatat angka terendah, dari 

4,30% menjadi 4,00%, diikuti Kota Parepare 

dan Kabupaten Sidrap. Sebaliknya, 

Kabupaten Jeneponto tetap mencatat tingkat 

kemiskinan tertinggi meskipun menurun dari 

14,00% menjadi 13,70%. Beberapa daerah 

seperti Toraja Utara dan Pangkep juga 

menunjukkan angka yang relatif tinggi. 

Penurunan kemiskinan tercatat di hampir 

seluruh wilayah, namun ketimpangan antar 

wilayah masih terlihat, terutama antara daerah 

perkotaan dan kawasan yang memiliki 

ketergantungan tinggi pada sektor primer. 

4. Perkembangan Tingkat Pengangguran 

Kabupaten/Kota 

Pengangguran merupakan salah satu 

masalah sosial ekonomi yang terus menjadi 

perhatian di Provinsi Sulawesi Selatan. Istilah 

ini mengacu pada individu yang tidak 

memiliki pekerjaan, sedang mencari 

pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan yang 

layak. Tingginya angka pengangguran dapat 

mengurangi produktivitas dan pendapatan 

masyarakat, serta menghambat pembangunan 

ekonomi di suatu wilayah. Berikut adalah 

kondisi tingkat pengangguran pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

selama periode 2019–2023:

 
Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah peneliti (2024)

Gambar 4 menunjukkan tren Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) di 

kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan 

selama periode 2019–2023. Kota Makassar 

mencatat TPT tertinggi secara konsisten, yaitu 

sebesar 5,50% pada 2019 dan meningkat 

menjadi 6,00% pada 2023. Angka ini jauh di 

atas rata-rata provinsi yang berada pada 
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kisaran 3,50% di awal periode dan menurun 

menjadi 4,00% di akhir periode. Kota 

Parepare dan Kota Palopo juga mencatat TPT 

tinggi pada 2023, masing-masing sebesar 

4,70% dan 4,50%. Sebaliknya, kabupaten-

kabupaten seperti Barru (3,30%), Sidenreng 

Rappang (3,35%), dan Bulukumba (3,35%) 

termasuk yang memiliki tingkat 

pengangguran paling rendah pada tahun 2023. 

Seluruh kabupaten/kota menunjukkan pola 

yang relatif seragam, yaitu peningkatan angka 

TPT pada tahun 2020 akibat dampak awal 

pandemi COVID-19, kemudian secara 

perlahan menurun hingga 2023. Kepulauan 

Selayar naik dari 3,45% pada 2019 menjadi 

4,12% pada 2020, lalu turun bertahap menjadi 

3,90% pada 2023. Tren serupa terjadi di 

hampir seluruh wilayah, menunjukkan adanya 

proses pemulihan di pasar tenaga kerja 

meskipun perbedaan antara wilayah perkotaan 

dan pedesaan masih tampak. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi 

pasca pandemi turut diikuti oleh perbaikan 

akses kerja, walaupun demikian tantangan 

pengangguran tetap lebih besar di kota-kota 

utama dibanding wilayah kabupaten. 

5. Analisis Statistik Deskriptif dan Regresi 

Panel 

a. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

variabel kemiskinan (Pov) memiliki rata-rata 

sebesar 9,13%, dengan rentang nilai antara 

4,00% hingga 14,30%. Pertumbuhan ekonomi 

(Grt) memiliki rata-rata 1,75 dengan standar 

deviasi 0,41, menunjukkan variasi moderat. 

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) 

menunjukkan nilai rata-rata 72,91, sedangkan 

tingkat pengangguran (Unemp) memiliki rata-

rata 3,77% dan penyebaran data yang relatif 

kecil (standar deviasi 0,63). 
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Mean Maks Min 
Std. 

Deviasi 

Pov 9.13 14.30 4.00 2.38 

Grt 1.75 2.36 -0.20 0.41 

HDI 72.91 84.85 67.50 3.53 
Unemp 3.77 6.15 2.80 0.63 

Sumber: Output Eviews 12, 2024 
 

b. Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Uji Chow dan Hausman digunakan untuk 

menentukan model estimasi regresi data panel 

terbaik. Hasil Chow Test menunjukkan 

probabilitas sebesar 0,0000 (<0,05) sehingga 

model Fixed Effect Model (FEM) yang 

terpilih. Selanjutnya, hasil Hausman Test 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,0139 

(<0,05) sehingga kembali mengonfirmasi 

bahwa FEM adalah model terbaik untuk 

analisis regresi data panel ini. 

c. Estimasi Regresi Panel (FEM) 

Berdasarkan model FEM, diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 
Pov = 102.5183 - 0.020392 log Grt - 22.27072 

log HDI + 1.632640 log Unemp + e...(2) 
 

Tabel 2. Fixed Effect Model 

Variabel Koefisien Probabilitas 

Grt -0.020392 0.4096 

HDI -22.27072 0.0000** 
Unemp 1.632640 0.0000** 

R2 0.999121  

p-value 0.000000**  

Catatan: ** menunjukkan signifikansi pada α = 5% 

Sumber: Output Eviews 12, 2024 

Hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga 

variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Pov 

(Kemiskinan). Namun, secara parsial, hanya 

HDI (Log(IPM)) dan Unemp (Log(Unemp)) 

yang signifikan, sementara Grt (Log(Grt)) 

tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap Pov (Kemiskinan). 

d. Pengujian Moderasi (MRA) 

Uji moderasi dilakukan untuk menilai 

apakah Unemp (Log(Unemp)) berfungsi 

sebagai variabel moderator dalam hubungan 

antara Grt (Log(Grt)) dan HDI (Log(IPM)) 

terhadap Pov (Tingkat Kemiskinan). 

Persamaan regresi moderasi ditampilkan 

sebagai berikut: 
Pov = 98.60398 + 0.157653 log Grt - 21.42030 

log HDI + 4.479746 log Unemp - 0.146424 

Grt.Unemp - 0.611056 HDI.Unemp + e...(3) 
 

Tabel 3. Uji Moderasi (MRA) 

Variabel Koefisien Probabilitas 

Grt 0.157653 0.4559 
HDI -21.42030 0.0000** 

Unemp 4.479746 0.0000** 

Grt.Unemp -0.146424 0.3962 
HDI.Unemp -0.611056 0.8094 

Sumber: Output Eviews 12, 2024 

Hasil MRA menunjukkan bahwa IPM tetap 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh 

positif signifikan. Namun, interaksi antara 

pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi 

(Grt.Unemp) maupun dengan IPM 
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(HDI.Unemp) tidak signifikan, yang berarti 

bahwa pengangguran tidak berfungsi sebagai 

variabel moderasi dalam hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap 

kemiskinan. 

Pembahasan 

1. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan 

IPM memiliki kontribusi signifikan dalam 

mengurangi kemiskinan karena 

mencerminkan kualitas hidup melalui aspek 

kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. 

Peningkatan IPM secara konsisten 

menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat 

kemiskinan, seperti yang dibuktikan oleh (Aji 

& Destiningsih, 2022; Silaban et al., 2020; Tri 

Darmawanto, 2023) yang menegaskan bahwa 

IPM merupakan faktor utama dalam strategi 

pengentasan kemiskinan, dibandingkan 

dengan variabel ekonomi lainnya. 

Penelitian ini memperkuat bukti bahwa 

IPM berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa 

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, 

dan standar hidup mampu menurunkan angka 

kemiskinan. Sebaliknya, pengangguran 

berdampak positif signifikan, artinya 

kenaikan tingkat pengangguran justru 

memperburuk kondisi kemiskinan. Sementara 

itu, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan 

pengaruh signifikan secara langsung. Temuan 

ini sejalan dengan penelitian (Aji & 

Destiningsih, 2022; Nugroho, 2016; Tirtana et 

al., 2025), yang menekankan pentingnya IPM 

dalam pengentasan kemiskinan dibandingkan 

variabel lain. Hal ini juga didukung oleh 

Prasetyoningrum (2018), yang menilai IPM 

sebagai komponen kunci dalam strategi 

pengurangan kemiskinan, meskipun relasinya 

dengan variabel lain cukup kompleks. 

Analisis Moderated Regression Analysis 

(MRA) menunjukkan bahwa pengangguran 

tidak berperan sebagai moderator dalam 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

maupun IPM terhadap kemiskinan, karena 

kedua interaksi variabel tidak signifikan 

secara statistik. Penelitian (Lunawati & 

Sasana, 2022; Rodliyah, 2023) menegaskan 

pentingnya IPM sebagai faktor utama dalam 

pengentasan kemiskinan, dengan investasi 

pada pendidikan dan kesehatan menjadi 

langkah efektif untuk meningkatkan IPM dan 

mengurangi kemiskinan. Selain itu, temuan 

penelitian ini menegaskan pentingnya strategi 

yang berfokus pada peningkatan IPM dan 

pengurangan pengangguran melalui 

penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan 

berkualitas, serta perlunya distribusi manfaat 

pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan 

demikian, IPM memainkan peran penting 

dalam strategi pembangunan manusia untuk 

mengurangi kemiskinan dengan kebijakan 

yang mengedepankan kesejahteraan manusia 

sebagai prioritas utama. Temuan ini 

mendukung pentingnya pembangunan yang 

holistik untuk mengatasi kemiskinan secara 

berkelanjutan. 

 

2. Pengangguran sebagai Determinan 

Langsung Kemiskinan 

Pengangguran terbukti menjadi faktor 

langsung yang signifikan dalam 

meningkatkan kemiskinan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan adanya hubungan positif 

yang kuat antara keduanya. Hal ini sejalan 

dengan temuan (Desmawan et al., 2021), yang 

menyatakan bahwa peningkatan tingkat 

pengangguran secara langsung meningkatkan 

jumlah penduduk miskin. Demikian pula, 

penelitian (Patta, 2019) mendukung argumen 

bahwa tingginya pengangguran memperburuk 

kondisi ekonomi masyarakat, menurunkan 

pendapatan individu, dan menambah 

ketidakstabilan ekonomi. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan 

hubungan positif antara pengangguran dan 

kemiskinan, dengan beberapa studi menyoroti 

dampak kuantitatif dari pengangguran 

terhadap kemiskinan. Penelitian oleh 

(Desmawan et al., 2021) menunjukkan bahwa 

kenaikan 1% dalam tingkat pengangguran 

berkorelasi dengan peningkatan 0,16% dalam 

tingkat kemiskinan. Variabel ekonomi, seperti 

UMK, turut mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di Jawa Tengah (Aji & 

Destiningsih, 2022), meskipun tidak 

menemukan pengaruh langsung dari 

pengangguran, temuan ini memperkuat 

relevansi pengangguran sebagai faktor utama 

yang memperburuk kemiskinan, khususnya 

dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. 
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Hasil analisis moderasi dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak 

berfungsi sebagai moderator dalam hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dan IPM 

terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan 

dengan (Evita & Primandhana, 2022; Wibowo 

& Setyowati, 2024), yang menyatakan bahwa 

meskipun pengangguran berpengaruh 

langsung terhadap kemiskinan, perannya 

sebagai moderator cenderung lemah. Studi 

lain oleh (Hidayah, 2024) juga menekankan 

bahwa faktor seperti pendidikan dan 

perumahan memiliki kontribusi langsung 

yang lebih kuat dalam menurunkan 

kemiskinan, bahkan ketika angka 

pengangguran meningkat. 

Temuan ini juga mendukung argumen 

bahwa faktor-faktor struktural lainnya, seperti 

pertumbuhan ekonomi, seringkali memiliki 

pengaruh yang tidak konsisten terhadap 

kemiskinan. Penelitian (Amri et al., 2022) 

menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, 

seperti kemerosotan ekonomi atau pandemi 

Covid-19, pengangguran menjadi faktor 

dominan yang memperburuk tingkat 

kemiskinan. Dengan demikian, meskipun 

pengangguran secara signifikan 

meningkatkan tingkat kemiskinan, 

pendekatan multisektoral diperlukan untuk 

strategi pengentasan kemiskinan yang efektif. 

Pendidikan, IPM, dan kebijakan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif harus menjadi bagian 

integral dari intervensi yang dirancang untuk 

mengurangi dampak pengangguran terhadap 

kemiskinan. Kombinasi intervensi ini 

memberikan pendekatan yang lebih holistik 

untuk menangani dinamika kemiskinan yang 

kompleks. 

3. Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kemiskinan: Hubungan Kompleks dan 

Peran Kebijakan Inklusif 

Meskipun pertumbuhan ekonomi sering 

dianggap sebagai solusi utama pengurangan 

kemiskinan di negara berkembang, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengaruhnya tidak signifikan secara langsung. 

Temuan ini sejalan menekankan bahwa 

ketimpangan pendapatan menghambat 

efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam 

menurunkan kemiskinan (Evita & 

Primandhana, 2022). Pentingnya distribusi 

pendapatan dan peran kebijakan seperti upah 

minimum dalam memperluas manfaat 

pertumbuhan bagi kelompok miskin 

(Rodliyah, 2023; Susilo et al., 2025). 

Studi ini juga menegaskan bahwa IPM 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kemiskinan, sedangkan pengangguran 

memiliki dampak langsung yang 

memperburuk kemiskinan, tetapi tidak 

memoderasi hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan. Hal 

ini mendukung pandangan (Crespo Cuaresma 

et al., 2022; Ochi, 2023), yang menempatkan 

IPM melalui pendidikan, kesehatan, dan 

pendapatan sebagai komponen kunci dalam 

strategi pengentasan kemiskinan. 

Dengan demikian, penelitian ini 

menegaskan bahwa keberhasilan 

pengurangan kemiskinan lebih bergantung 

pada pemerataan manfaat pertumbuhan dan 

penguatan pembangunan manusia melalui 

peningkatan IPM. Tanpa kebijakan yang 

menitikberatkan pada keadilan distribusi dan 

peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan 

ekonomi tidak efektif mengurangi 

kemiskinan. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa di 

Provinsi Sulawesi Selatan pengurangan 

kemiskinan lebih dipengaruhi oleh 

peningkatan kualitas hidup melalui IPM dan 

penurunan pengangguran, dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak 

berpengaruh signifikan langsung terhadap 

kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi 

dapat membantu tetapi manfaatnya tidak 

merata dan pengangguran berperan langsung 

dalam memperburuk kemiskinan. Oleh karena 

itu, kebijakan yang fokus pada peningkatan 

IPM dan penciptaan lapangan kerja inklusif 

sangat penting untuk pengentasan kemiskinan 

yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

V. SARAN/REKOMENDASI 

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa 

langkah strategis yang disarankan untuk 

mengurangi kemiskinan adalah fokus pada 

peningkatan IPM, penurunan pengangguran, 

dan penerapan kebijakan ekonomi yang 

inklusif. Peningkatan IPM bisa dicapai 
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dengan berinvestasi di sektor pendidikan, 

kesehatan, dan peningkatan pendapatan 

masyarakat, serta memastikan akses yang adil 

terhadap layanan dasar. Untuk menurunkan 

pengangguran, perlu ada pelatihan 

keterampilan, peningkatan akses pekerjaan, 

dan dukungan untuk UMKM. Selain itu, 

kebijakan ekonomi harus memastikan 

pemerataan hasil pertumbuhan, seperti 

memberikan subsidi untuk kelompok rentan 

dan mengembangkan ekonomi pedesaan. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

melihat faktor tambahan seperti ketimpangan 

pendapatan dan akses infrastruktur serta 

mengevaluasi efektivitas kebijakan yang 

meningkatkan IPM dan mengurangi 

pengangguran di tingkat lokal. 
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